BABYV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program
Angkutan Pelajar Disabilitas di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro
yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George
C. Edwards III, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi (Communication) dalam implementasi Program Angkutan
Pelajar Disabilitas telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan
melalui pelaksanaan sosialisasi kepada sekolah, orang tua, dan pelajar
disabilitas, penyampaian informasi mengenai jadwal penjemputan serta
rute pelayanan yang dilakukan secara jelas, dan koordinasi yang
berkelanjutan antara Dinas Perhubungan, pihak sekolah, pengemudi,
pendamping, serta orang tua. Komunikasi yang terjalin secara efektif
mendukung pemahaman seluruh pihak terhadap mekanisme
pelaksanaan program.

2. Sumber Daya (Resources) dalam pelaksanaan Program Angkutan
Pelajar Disabilitas telah mendukung implementasi program. Dinas
Perhubungan Kabupaten Bojonegoro telah menyediakan armada
angkutan khusus, pengemudi dan pendamping yang memiliki
pemahaman mengenai pelayanan kepada pelajar disabilitas, serta
dukungan operasional dalam penyelenggaraan program. Namun

demikian, keterbatasan jumlah armada dan anggaran operasional masih



menjadi kendala sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas
pelayanan agar dapat menjangkau lebih banyak pelajar disabilitas.

3. Disposisi  (Disposition) menunjukkan bahwa aparatur Dinas
Perhubungan, pengemudi, dan pendamping memiliki komitmen yang
baik dalam memberikan pelayanan kepada pelajar disabilitas. Sikap
ramah, responsif, peduli, serta mengutamakan keselamatan peserta
didik menjadi bentuk komitmen pelaksana dalam mewujudkan
pelayanan transportasi yang inklusif. Selain itu, para pelaksana telah
memahami tujuan Program Angkutan Pelajar Disabilitas sebagai upaya
meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi pelajar penyandang
disabilitas.

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure) telah mendukung
pelaksanaan Program Angkutan Pelajar Disabilitas melalui adanya
pembagian tugas yang jelas, koordinasi antara Dinas Perhubungan
dengan sekolah dan instansi terkait, serta pelaksanaan evaluasi secara
berkala terhadap pelaksanaan program. Struktur birokrasi yang berjalan
dengan baik memberikan kemudahan dalam koordinasi dan
penyelesaian berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan

pelayanan.

Secara keseluruhan, implementasi Program Angkutan Pelajar
Disabilitas di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro telah berjalan
dengan baik berdasarkan empat indikator implementasi kebijakan menurut

George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan



struktur birokrasi. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang
perlu ditingkatkan, terutama terkait penambahan armada pelayanan,
penguatan dukungan anggaran operasional, serta peningkatan koordinasi
dan evaluasi secara berkelanjutan agar kualitas pelayanan kepada pelajar

penyandang disabilitas dapat semakin optimal.

. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program
Angkutan Pelajar Disabilitas di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro,
penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro

Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat

meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Angkutan Pelajar

Disabilitas melalui penambahan jumlah armada secara bertahap sesuai

dengan kebutuhan pelayanan sehingga lebih banyak pelajar

penyandang disabilitas dapat memperoleh akses transportasi menuju
sekolah. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan dukungan anggaran
operasional untuk menunjang pemeliharaan armada, pengembangan
pelayanan, serta peningkatan kompetensi pengemudi dan pendamping

melalui pelatihan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

2. Bagi Instansi Terkait

Dinas Perhubungan diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan

Dinas Pendidikan, sekolah, serta orang tua peserta didik dalam proses



pendataan, penjadwalan, dan evaluasi pelaksanaan program.
Koordinasi yang berkelanjutan akan membantu memastikan pelayanan
tetap tepat sasaran serta mampu menyesuaikan dengan perubahan
kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.
3. Bagi Pengembangan Program
Pelaksanaan evaluasi program perlu dilakukan secara berkala dengan
melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk sekolah,
pengemudi, pendamping, serta orang tua pelajar disabilitas. Evaluasi
tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam mengidentifikasi
kendala serta merumuskan langkah perbaikan guna meningkatkan
kualitas pelayanan Program Angkutan Pelajar Disabilitas di Kabupaten
Bojonegoro.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian
mengenai pelayanan transportasi bagi penyandang disabilitas dengan
menggunakan teori, metode, atau pendekatan penelitian yang berbeda,
serta memperluas objek penelitian pada daerah lain. Selain itu,
penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas, kualitas pelayanan,
atau tingkat kepuasan pengguna terhadap Program Angkutan Pelajar
Disabilitas sehingga diperoleh rekomendasi yang lebih komprehensif

bagi pengembangan kebijakan pelayanan publik yang inklusif.
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